
 

LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

 

INDIKATOR EVALUASI KEBIJAKAN (MODEL WILLIAM N. DUNN) 

 

Dimensi 1: Efektivitas (Effectiveness) 

Fokus: Menilai sejauh mana kebijakan pariwisata dan konservasi berhasil mencapai 

tujuan peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan perbaikan 

kondisi ekonomi secara riil. 

1. Bagaimana gambaran umum kondisi sosial-ekonomi, mata pencaharian, 

dan tingkat kesejahteraan masyarakat Suku Komodo sebelum 

berkembangnya pariwisata berbasis konservasi di wilayah ini? 

2. Apakah pendapatan rumah tangga masyarakat lokal mengalami 

peningkatan yang signifikan, stabil, atau justru fluktuatif sejak 

diberlakukannya penataan zonasi dan pengembangan pariwisata saat ini? 

3. Apakah kebijakan saat ini berhasil membuka lapangan pekerjaan baru 

yang legal, berkelanjutan, dan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja 

dari warga lokal Suku Komodo? 

4. Menurut pengamatan Anda, siapa pihak atau aktor (misal: investor luar, 

pemerintah, pelaku usaha besar, atau warga lokal) yang paling 

diuntungkan dari skema kebijakan pariwisata yang berjalan saat ini? 

Mengapa demikian? 

Dimensi 2: Efisiensi (Efficiency) 

Fokus: Menilai keseimbangan antara manfaat ekonomi yang diterima masyarakat 

dengan biaya, pengorbanan, atau pembatasan ruang hidup yang harus mereka 

tanggung. 

1. Apakah ragam manfaat ekonomi atau kompensasi yang diterima oleh 

masyarakat saat ini sebanding dengan adanya pembatasan ketat terhadap 

aktivitas mata pencaharian tradisional, seperti wilayah tangkapan nelayan? 

2. Bagaimana dampak langsung dari pemberlakuan kebijakan zonasi taman 

nasional terhadap stabilitas penghasilan harian dan volume tangkapan para 

nelayan lokal 
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3. Apakah program bantuan alih profesi, sarana prasarana, atau subsidi yang 

dikucurkan oleh pemerintah pasca-kebijakan ini sudah tepat sasaran, efisien, 

dan menyentuh kebutuhan mendasar warga? 

Dimensi 3: Kecukupan (Adequacy) 

Fokus: Menilai kecukupan tindakan kebijakan dalam memecahkan masalah 

mendasar, meningkatkan taraf hidup, dan mengatasi benturan kepentingan antara 

konservasi dan ekonomi. 

1. Apakah regulasi dan program turunan dari PP No. 108 Tahun 2015 ini 

dinilai sudah cukup kuat dan memadai dalam membantu menaikkan taraf 

hidup serta mengentaskan kemiskinan di Pulau Komodo? 

2. Apakah pemerintah atau otoritas terkait menyediakan fasilitas 

pendidikan, pelatihan keterampilan pariwisata, atau sertifikasi keahlian 

yang memadai dan berkala bagi generasi muda Suku Komodo? 

3. Sejauh mana kebijakan yang ada saat ini mampu memberikan solusi 

konkret dan mengatasi benturan konflik yang terus terjadi antara pilar 

konservasi alam dengan keberlangsungan mata pencaharian nelayan? 

Dimensi 4: Kesetaraan / Pemerataan (Equity) 

Fokus: Menilai keadilan distribusi manfaat kebijakan, akses perizinan, pemodalan, 

serta potensi ketimpangan sosial-ekonomi antara warga lokal dan pihak eksternal. 

1. Apakah distribusi kue ekonomi dan manfaat langsung dari sektor 

pariwisata ini sudah dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan 

masyarakat Suku Komodo, atau hanya dinikmati kelompok tertentu saja? 

2. Apakah pelaku usaha lokal dari Suku Komodo memiliki kemudahan 

akses modal, fasilitas perizinan, dan legalitas usaha yang setara jika 

dibandingkan dengan investor atau pelaku bisnis dari luar daerah? 

3. Apakah Anda melihat adanya gejala ketimpangan sosial-ekonomi yang 

semakin melebar di Pulau Komodo antara komunitas lokal dengan pihak 

luar semenjak regulasi penataan kawasan ini ditegakkan? 

Dimensi 5: Responsivitas (Responsiveness) 

Fokus: Menilai pelibatan masyarakat (partisipasi), akomodasi aspirasi, dan 

tanggapan otoritas terhadap keluhan serta penolakan dari warga lokal. 
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1. Apakah perwakilan masyarakat Suku Komodo dilibatkan secara aktif, 

bermakna, dan deliberatif sejak dalam proses awal perencanaan dan 

penyusunan draf kebijakan PP No. 108 Tahun 2015 ini? 

2. Bagaimana respons, kecepatan tanggapan, dan solusi konkrit dari 

pemerintah pusat maupun daerah dalam menyikapi berbagai keluhan, 

protes, atau aspirasi kritis yang disampaikan oleh warga? 

3. Apakah pernah dilakukan forum musyawarah formal, dengar pendapat 

(hearing), atau konsultasi publik yang transparan secara berkala di tingkat 

desa mengenai implementasi aturan zonasi ini? 

Dimensi 6: Ketepatan (Appropriateness) 

Fokus: Menilai kesesuaian kebijakan dengan realitas kebutuhan warga, perlindungan 

hak tradisional, serta urgensi revisi regulasi. 

1. Apakah substansi dan arah kebijakan yang tertuang dalam PP No. 108 

Tahun 2015 ini dinilai sudah sesuai (linier) dengan kebutuhan riil, 

karakteristik sosial-budaya, dan ekspektasi jangka panjang masyarakat 

lokal? 

2. Apakah aturan zonasi yang diterapkan dalam tata kelola taman nasional 

saat ini sudah mempertimbangkan, menghormati, dan melindungi hak-

hak tradisional serta ulayat Suku Komodo sebagai penduduk asli? 

3. Menurut pandangan objektif Anda, apakah regulasi PP No. 108 Tahun 

2015 ini mendesak untuk direvisi? Jika iya, pasal, aspek, atau bagian 

mana yang paling krusial untuk diubah agar lebih berpihak pada rakyat? 
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Lampiran 2 Dokumentasi wawancara 
 

 
 

  

Kepala Desa Komodo Haji Aksan Nelayan Kak Irus dan Bapak Bakri 
 

 

 

 
Penjual Buah Om Arsit Tour Guide Lokal Kak Irsan 
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Kepala Dinas Sosial 

Bpk. Marselinus Jebarus S.S 

DPRD Manggarai Barat 

Ibu.Yopi Widiyanti.S.E. 
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Lampiran 3 Biodata Informan 
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Lampiran 4 Bukti Kartu bimbingan Dari BAB I - V 
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Lampiran 5 Bukti Revisi Pasca Sidang 
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Lampiran 6 Bukti Cek Turnitin 
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Lampriran 7 Peraturan Pemerintah No 108 Tahun 2015 
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Lampriran 8 Bukti Publikasi Jurnal 
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